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RINGKASAN

Keberadaan hukum acara perdata dalam lalu lintas hukum sangat vital,
karena menjembatani hukum perdata materil yang berfungsi sebagai alat ukur
benar salah tindakan seseorang dalam hidup bermasvarakat, hal ini disadari
sepenuhnya olch orang yang tahu hukum, bahkan oleh orang awam. Hukum Acara
Perdata memiliki beberapa hal yang wajib untuk dipenuhi bagi para pthak yang
akan menegakkan hukum perdata materiil. salah satunya adalah gugatan harus
diajukan di tempat tinggal tergugal (azas acior sequitur farum re), pelanggaran
terhadap azas ini tentu saja membawa konsekuensi yuridis bagi perkara 1tu
sendiri, Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji
dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan Judul KEWENANGAN RELATIF
DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA PADA PERADILAN UMUM
(Studi Putusan MA RI No. 22895k/Pd1/1995),

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertama. bagimanakah konsekuensi
yuridis terhadap pokok perkara Jika suatu eksepsi tentang kewenangan relatif
diterima atau ditolak oleh hakim. Kedua, bagaimanakah kekuatan hukum putosan
Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak berwenang mengadili perkara,

Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan
masukan terhadap ketiga permasalahan di atas. sekali gus sebagai prasyarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum (S1).

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis
normatif, Analisis yang digunakan adalah deslm'p[i-r kualitatif, dengan menarik
kesimpulan dengan metode deduktif .

Ganis besar penulisan skripsi ini berisikan tentang konsckuensi yuridis
yang muncul bagi pokok perkara akibat adanya cksepsi mengenai kewenangan
relatif kepada pengadilan vang memeniksa perkara tersebut, baik jika eksespsi ni
diterima maupun ditolak oleh hakim. Selain konsekuensi yuridis terhadap pokok
perkara, dalam sknpsi il juga dibahas mengenai kekuatan hukum putusan

pengadilan yang tidak mempunyai kewenangan secara relatif schab eksepsi

X111
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mengenal kewenangan pengadilan secara relatif Juga mempunyai pengarul vang
kuat dalam kekuatan hukum putusan vang dijatuhkan oleh pengadilan

Konsekuensi vunidis yang timbul bag pokok’ perkara dari ditenmanya
cksepsi mengenai kewenangan relatif adalah gugatan pengpugeat dinvatakan tidak
dapat ditenima schinggpa pokok perkara belum sama sekali tiperiksa oleh hakim.
oleh karena itu gugatan dikembalikan untuk diperbaiki dan bagi cksepsi yang
ditolak maka gugatan dmvatakan diterima kemudian persidangan dilanjutkan
denpan pemeriksaan perkara

Kekuatan hukum putusan pengadilan Pengadilan Neger vang secara
relanf idak berwenang tetap dhanggap sehagai putusan yang sah dan berkekuatan
hukum, sebab selama pemeriksaan pendahuluan tidak ada tangkisan atay cksepsi
mengenal kewenangan pengadilan tersebut, seperti yvang disvaratkan oleh pasal
135 HIR.

Saran penulis terhadap permasalahan di atas adalah pertama, menginpat
pentingnya  keberadaan hukum  acara perdata maka sudah sasinva diadakan
penyeragaman melalui kodifikasi terhadap berbagai macam aturan hukum acara di
Indonesia sebagai petunjuk teknis pelaksanaan hukum matenil Kedua, diperlukan
aluran yang ketat mengenai syarat-syarat melakukan eksepsi, hal ini  untuk

menghindari pelaksanaan hak tersebu secara idak bertangeung jawab

Xy
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UNIVERSITAS JEMBER

BABR 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia ke dunia baik sebagai makhluk individu
maupun makhluk sosial. Didalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, manusia
ditakdirkan untuk hidup saling membutuhkan antara yang satm dengan yang
lainnya.  Dalam memenubi  kebutuhan tersebut  seringkali terjadi  benturan
kepentingan antar individu tersebut, untuk menjaga keselarasan kepentingan
tersebut diperlukan tata tertib. Tata tertib bermasyarakat tersebut dinamakan
hukum. Hukum tidak hanva sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau
untuk diketahui saja melainkan harus ditaati.

Konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik kepentingan
secara horisontal, artinya yang melakukan konflik adalah antar angpota
masvarakat sendiri. Pihak yang kepentingannya dilanggar dalam konfhk tersebut
tidak boleh memulihkan haknya dengan cara eigenrechting (tindakan menghakimi
sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan
hak menurut kehendaknya sendm vyang bersifat sewenang-wenang tanpa
sepengetahuan pihak lain yang berkepentingan schingga akan menimbulkan
kerugian

Terdapat dua macam aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi
pihak yang merasa dirugikan untuk memulihkan hak. Aturan hukum yang sesuai
untuk  menangani masalah  konflik secara horisontal adalah  Hukum
Perdata/Hukum Perdata Materiil, setiap pelanggaran terhadap hak seseorang sama
denpan terjadi pelanpgaran terhadap hukum perdata materil. Untuk menuntut
pertangeungjawaban pihak yvang telah melanggar hukum perdata materil tersebut
diakomodasi oleh hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Hukum acara
perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya
menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Keberadaan hukum acara

perdata diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masvarakat
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dimana setiap orang dapat memperiahankan hak perdatanya dengan sebaik-

baiknya dan setiap omang vang melakukan pelanggaran terhadap hak perdata

materiil yarng mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui
pengadilan ( Syahrani, 2000 ©3 ),

Pihak vang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan pugatan
terhadap pihak vang merugikan dirmya ke pengadilan untuk memperoleh
penyelesaian sebagaimana mestinya. Dalam cara mengajukan gugatan harus
diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatan olehnya diajukan
kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili tersebut
karena kesalahan dalam proses memasukkan pugatan ini akan membawa akibat
hukum terhadap pugatan atau perkara yang diajukan dan hal ini seringkah
dianggap remeh sehingga pihak yang secara materiil benar akinmya tdak bisa
menikmati kebenarannya.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,

Penvelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pasal |
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan vang berada
dibawahnya dalam limgkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata
usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Hal tersebut lebih diperjelas pada pasal 10 dalam avat (1) dan (2) vang
menyebutkan bahwa :

1. kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peramiian yang berada mbawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mehputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas terdapatl spesifikasi terhadap badan
peradilan dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus. Spesifikasi tersebut
dikenal dengan istulah kompetensi atau kewenangan., Dalam duma peradilan
terdapat 2 macam kewenangan, yaitu kewenangan secara absolut atau mutiak dan
kewenangan relatif atau nisbi. Kewenangan secara absolut atau mutlak adalah

menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dan
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macamnya pengadilan, menyvangkut pembenan kekuasaan untuk mengadili, dalam
bahasa Belanda disebut atributic  van  rechtsmacint  (Sutantio dan
Oeripkartawinata, 1989:8). Masimg-masing badan  peradilan  mempunyai
wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara
perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan
lain. Sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili
antar pengadilan vyang serupa, distributic van rechismacht (Sutantio,
Oenpkartawinata, 1989: 8 ). Kewenangan relatif lebih ditujukan pada Pengadilan
Negeri. Tian-tiap Pengadilan Negeri mempunvai daerah hukum sendiri, daerah
hukum inilah yang menentukan wewenang relatif atau nisbi suatu Pengadilan
Negeri untuk menenma, memenksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara
perdata vang tergugatnya bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negen
tersebut ( Syahrani, 2000 : 39 ),

Berdasarkan penjelasan diatas termyata kewenangan absolut lebih mudah
diidentifikasikan karena menvangkut pokok masalah vang secara keclembagaan
berbeda. Kewenangan relatif itu menyangkut domisili tergugat serta daerah
hukum suatu Pengadilan Negeri, vang oleh masyarakat awam bahkan orang yang
dianggap tahu hukumpun kesulitan untuk mengidentifikasikannya karena dewasa
ini domisili sesecrang sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman serta
pertumbuhan ekonomi. i

Dalam praktek hukum sehan-han seringkali masalah kewenangan
khususnya relatif” diabaikan padabal kewenangan ini menjadi salah satu dasar
dalam memasukkan surat gugatan ke pengadilan dan tentu saja kesalahan dalam
penentuan kewenangan im akan membawa konsekuensi terhadap gugatan maupun
perkara tersebut, Berdasarkan uraian yang dikemukan diatas dan mengingat
pentingnya suatu kewenangan khususnya kewenangan relatif dalam penyusunan
gugatan, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang berbagai
macam masalah yang terkait dengan kewenangan relatif yang dituangkan dalam

bentuk sknpsi dengan formulasi judul sebagai benkut :
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“ KEWENANGAN RELATIF DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA
PADA PERADILAN UMUM ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895
k/Pdy 1995 )™

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya batasan ( ruang lingkup ) dalam
peaulisan skripsi im guna menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari
pokok permasalahan vanp ada  Pembahasan i dikhususkan  mengenai
konsckuensi yuridis bagi pokok perkara jika suatu eksepsi tentang kewenangan
relatf ditenima atau ditolak oleh hakim serta kekuatan hukum suatu putusan
Pengadilan Negen vang secara relatif tidak berwenang mengadili gugatan dalam

perkara perdata.

1.3, Humusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 2 (dua)
permasalahan pokok yang penting untuk dibahas dalam penuhisan skripsi mu, vaitu
1. Bagaimanakah konsckuensi yuridis terhadap pokok perkara jika suatu
eksepsi tentang kewenangan relatif diterima atau ditolak oleh hakim
Pengadilan Negen 7
2. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan pengadilan Negen vyang' secara
relatif tidak berwenang mengadili suatu gugatan dalam perkara perdata ?

I4. Tujuan Penulisan
L4.1. Tujuan Khusus
Tujuan penulisan vang hendak dicapai oleh penulis adalah :
1. Untuk membahas konsekuensi yuridis bagi pokok perkara jika suatu eksepsi
tentang kewenangan relatif diterima atau ditolak oleh hakim.
Untuk mengkaji kekuatan hukum suatu putusan Pengadilan Negeri yang

secara relanf tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara perdata.
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LA2. Tujuan Umum
Tujuin penulisan secara umum yang hendak dicapai oleh penulis adalah :
|. Sebagai sarana untuk memenuhi dan melcngkapl"lugﬂs serta syarat-syarat yang
diperlukan untuk meraih gelar sarjana hukum.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku
kuliah dengan kondisi nvata di lapanpan sehingga dapat memperluas wawasan

penulis.

L5. Metodologi

Metodolog digunakan agar karva ilimiah sesuai dengan tujuan penulisan
karya ilmiah dan dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis
dan konsisiten  (Soekanto  dan Mamudji.2003:1). Penulisan skripsi  ini
mengpunakan metode pendekatan hukum normatif dimana hukum dikonsepsikan
sebagai kaidah-kaidah positif berlakuy pada suatu waktu tertentu dan tempat
tertentu, terurai dalam pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan
hukum,
I.5.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah vang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu
pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan pemndang—unc'langan,
yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana
hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil kajian dengan menggunakan
metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok
pennasalahan yang dibahas, '
L.5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum vang diperoleh diharapkan
dapat menunjang penulisan skripsi ini. Balan hukum yang diperoleh terdiri dari

bahan hukum primer dan sekunder.
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a. Bahan Hukum Primcr

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar atau bahan asli yang
diperoleh peneliti dari dari tangan atau sumber asalnya yang pertama dan belum
diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar,
peraturan perundang-undangan, dan norma-norma hukum ( Soemitro, 1990 < 11 ),
vang terdini dari Putusan MA Rl Nomor 2895 E/Pdi/1995 dan peraturan
perundang-undangan yang berkaian, antara lain Undang—ndang Nomor 4 Tahun
2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang—Undang Nomor 8 1ahun
2004, HIR. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan,
dibandingkan, dan diup untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis
dan 1lmiah, Keseluruhan dan bahan hukum tersebut kemudian dihubungkan dan
digunakan untuk mengembangkan jawaban dalan pokok  penmasaiaisn  gan
penuiisan skripsi ini.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganahsis dan memahami
vAnan hukum primer | Soemiro, 19901 1 ). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh
aan nasil-hasii penelitian orang iain, majaial hukum, hteratur —iiteratur yang
mendukung untuk membahas permasalahan.
I.5.3. Analisis Balian Hukum

Bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk
meemudahkan dalam menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif
Kuaman{ yaitu suatu melode untuk menperoleh gainbaran secara singkat dan jelas
untuk mendapatkan jawaban ml dan permasalahan yang dibahas. Selamuinya,
ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduknf, yaitu dengan cara
penarikan kesimpulan dan pembahasan yang bersifat umum menuji kesimpulan
yang bersifat khusus (Soemitro,1990;98). Penelitian deskriptif ini diharapkan
mampu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang

uibahas schingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

I3 dalam penyelesaian perkara perdata, tempat tinggal (domisili) dar
tergugat merupakan salah satu syarat mutlak dalam mengajukan gugatan,
Ketidaksesuaian antara tempat tinggal yang sebenamya dengan tempat tinggal
yang tercantum dalam surat gugatan dapat membawa Kkonsekuensi yuridis
terhadap gugatan. Dalam hal ini penulis mengambil fakta yang berkaitan dengan
masalah tersebut, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2895/k/Pdt/1995 tentang pugatan upah kerja yang tidak dibayar antara Nva' Yasin
melawan PT. Teluk Nauli.

Kasus ini bermula dan tidak dibayamya gaji Nya® Yasin, yang merupakan
penasehat sekaligus pemegang sebanvak 450 lembar saham di PT, Teluk Nauli,
yang beralamat di Jalan Asrama No. 21 Tebing Tinggi Deli, Medan. Gaji yang
belum dibayar adalah selama 58 bulan, yang perbulannya sebesar Rp. 2.500.000
sehingga totalnya sebesar Rp. 145.000.000 dan ditambah bunga 2% perbulan
akibat keterlambatan pembayaran gaji tersebut.

Nya® Yasin sebagai pihak yang merasa dirugikan menyampaikan tuntutan
hak terhadap PT. Teluk Nauli, Syarif Ismail, PT. Teluk Nauli Cabang Medan dan
Samsul Latif, kepada Pengadilan Negeri Medan, karena pada awalnya PT. Teluk
Nauli berkedudukan di Jalan Bukit Barisan Dalam Nomor 22 Medan, yang
kemudian dipindahkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 502 Gedung Graha Purna Yudha Jakarta Selatan berdasarkan
Akta Pernyataan Rapat Nomor 71 tanggal 30 September 1985

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam gugatan tersebut, majelis hakim
Pengadilan Negeri Medan yang terdini atas Gusti Ngurah Gede, S.H.; Helumbowo
Huluy, S.H.; Roosdianan AR., S.H., pada tanggal 13 Juli 1994 melalui Putusan
Nomor 467/Pdt.GG/1993/PN Mdn memutuskan
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Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat 1, 11, I1I, dan 1V tepat menurut hukum.
2. Mengabulkan Eksepsi para tergugat. '

Dalam Pokok Perkara:

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menyikapi putusan tersebut Penggugat melakukan banding ke Pengadilan
Tingg Medan, dan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terdiri atas
Nurat Ginting, S.H. ; Benito Harahap, S.H. ; Murdhiyono, S.H., pada tanggal 22
Mei 1995 diputus melalui Putusan Nomor 440/Pdt/1994/P1.Mdn. dengan amar
sebagai berikut :

Amar Pengadilan Tinggi:

Menerima permohonan banding dari para penggugat/pembanding dan penggugat

tersebut.

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dimohonkan banding

tersebut

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan penggugat/pembanding dikabulkan untuk sebagian,

2. Menyatakan para tergugat telah melakukan wanprestasi

3. Menghukum tergugat | sampai dengan IV membayar gaji penggugat

4. Menyatakan gugatan penggugat/pembanding selain dan selebihnya tidak dapat
diterima.

Merasa tidak mendapatkan keadilan dari Pengadilan Tinggi pihak
Tergugat/Terbanding melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan melalui majelis
hakim yang terdiri dari H. Yahya, S.H. ; H. Chaerudin Siregar, S.H. ; Drs. H.
Taufig, S.H. pada tanggal 30 agustus 1996 diputus melalui Putusan Nomor
2895/k/Pdi/1995 dengan amar sebagai berikut :
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Amar Mahkamah Agung;

. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. PT. TELUK
NAULL 2. SYARIF ISMAIL, 3. PT. TELUK NAULI CABANG MEDAN, 4.
SYAMSUL LATIF, yang dalam hal ini oleh kuasanya : HM.D. SAKTI
HASIBUAN, S.I1. tersebut.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 1995. Nomor.
440/Pdt/ 1994/ PT . Mdn.

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

I. Menyatakan eksepsi tergugat [, 11, 111 dan IV tepat dan beralasan

2. Mengabulkan eksepsi tergugat I, T1, 111 dan [V tersebut,

Dalam Pokok Perkara:

|. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

2. menghukum termohon kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara baik yang
jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam
penulisan skripsi ini terdiri atas:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Pasal 17, yang berbunyi

Setiap orang dianggap mempunyal lempat tinggalnya, dimana ia
menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak ada tempat tinggal yang
demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat
tinggal.
b. Pasal 18, yang berbunyi:

Perpindahan tempat tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah
kediamannya ke tempat lain. ditambahkan pada maksud akan menempatkan
pusat kediamannya di tempat itu.
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2. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
a. Pasal 118
Ayat 1. yang berbunyt:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan
MNeperi, harus dimasukkan dengan sural permintaan yang ditanda-tangani
oleh pengpugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada keiua
pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika
tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

b. Pasal 125 ayat 2. vang berbunyi:

Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya vang tersebut pada
pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negen
tidak berkuasa memeniksa perkaranva, maka meskipun ia sendirnl atau
wakiinya ndak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan
tentang perlawanan itu, sesudah didengamya penggugat dan hanya jika
perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan
tentang perkara itu,

¢. Pasal 133, vang berbunyi:

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negen sedang ia menunst
aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka 1a dapat meminta pada
hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supayva hakim
menyatakan bahwa 1a tidak berkuasa : sural gugat itu tidak akan
diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain,

d. Pasal 134, vang berbunyi;

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tudak masuk kekuasaan Pengadilan
Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat
diminta supava hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun
wajib pula mengakui karcna jabatannya.

e, Pasal 135, yang berbunyi:

Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang
ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar
kedua belah fihak, akan dengan sepera memeriksa dengan seksama dan adil

kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang
({1

f Pasal 136, yang berbunyi:

Perlawanan vang sekiranva hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie),
kecuali tentang hal hakim tidak berkuvasa, tidak akan dikemukakan dan
dittimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-
saina dengan pokok perkara.
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3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
a. Pasal 2, yang berbunyi:

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
b. Pasal 10
Avyat |, yang berbunyi:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi,

Ayat 2, yang berbunyi:
Badan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara.

2.3, Landasan Teori
2.3.1. Ruang Lingkup Peradilan Umum Di Indonesia

Ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada
di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi: Kemudian dalam pasal 2,
disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
meliputi badan peradilan umum, peradilan agama. peradilan militer, dan peradilan
tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam prakteknya
dilaksanakan oleh sebuah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat satu,
Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung

sebagai pengadilan negara tertinggi.
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a. Pengadilan Negeri

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri adalah di kotamadya atau di ibu
kota kabupaten dengan daerah hukum meliputi kotamadya atau kabupaten yang
bersangkutan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus pada
tingkat pertama untuk perkara perdata dan pidana yang terjadi di daerah hukum
pengadilan yang bersangkutan tanpa memandang kebangsaan atau golongan
penduduk pihak-pihak yang berperkara. Menurut Muhammad (2000: 27),
“Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara perdata antara orang-orang
vang beragama Islam mengenai masalah nikah, talak, rujuk, perceraian. fasah.
mahar, nafkah dan warisan™. Oleh karena itu dapat dapat disimpulkan bahwa
selain dari Pengadilan Negeri masih ada lagi jenis pengadilan yang memeriksa
dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, yaitu Pengadilan Apama
sebagai pengadilan khusus.

b. Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi dengan daerah
hukumnya meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. Tujuan dibentuknya
Pengadilan Tinggi oleh pemerintah adalah untuk mempercepat pemeriksaan
perkara pada tingkat banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara.
Menurut Muhammad (2000:28-29) kekuasaan yang dimiliki oleh
Pengadilan Tinggi antara lain:

I. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kedua
dan tertinggi semua perkara perdata dan pidana yang diajukan setelah
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar sesama Pengadilan Negeri dalam wilayah
hukumnya. Sengketa kewenangan mengadili disini adalah menyangkut
kompetensi relatif, yaitu Pengadilan Negeri mana yang berwenang
memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Putusan tersebut
bersifat terakhir, artinya wajib dipatuhi oleh Pengadilan Negeri agar segera
melakukan pemeriksaan, tidak perlu mengajukan permintaan kasasi
kepada Mahkamah Agung.

3. Pengadilan Tinggi melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap
jalannya peradilan, menjaga agar peradilan diselenggerakan dengan
seksama dan sewajarnya dan melakukan pengawasan yang teliti terhadap
perilaku dan perbuatan hakim dalam wilayah hukumnya.
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4, Menurut SK Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan
Perundang-undangan) tanggal 19 Desember 1970 Nomor JZS 4/5/19.
Ketua Pengadilan Tinggi ditunjuk sebagai koordinator Departemen
Kchakiman di daerah yang meliputi wilayah hukumnya masing-masing
guna kelancaran serta efektivitas hubungan kerja dengan pimpinan daerah
{Gubernur dan lainnya) di satu pihak (horizontal) dan Menteri Kehakiman
di lain pihak (vertikal).

¢. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan organ yudikatif tertinggi yang wilayah
hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Mahkamah
Agung berkedudukan di ibukota negara atau di lain tempat yang ditctapkan olch
Presiden Republik Indonesia.

Mahkamah Agung schagai lembaga tinggi negara yvang melaksanakan
kekuasaan kchakiman dan merupakan pengadilan negara tertinggi mempunyai
fungsi sebagai berikut, fungsi bidang peradilan, fungsi bidang pengawasan, fungsi
bidang pemberian nasehat, fungsi bidang pengaturan, fungsi bidang administrasi,
fungsi bidang tugas dan kewenangan lainnya (Sutiyoso dan Hapsari, 2005:42-44),

Dalam bidang peradilan, menurut Sutiyoso dan Hapsari (2005:43-44)
Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan menangani beberapa hal, yaitu :

1. Kasasi ( Pasal 24 A Undang — Undang Dasar 1945 setclah perubahan, pasal
10 ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 1970, pasal 29 UU Nomor 14 tahun 1985,
dan pasal 11 ayat 2 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004, serta pasal 45A UU
Momor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomaor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung ).

2. Peninjauan kembali ( Pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970, pasal 66 UU
MNomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas
UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).

3. Sengketa wewenang mengadili ( Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 1985, UU
Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun [985
tentang Mahkamah Agung ).

4. Menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang { Pasal 24A Undang — Undang Dasar 1945 setelah
perubahan, pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970, pasal 31 UU 14 Tahun
1985, dan pasal 11 ayat 2 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2004 serta pasal 31
dan 31A UU Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).

5. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul
karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang
Indonesia (Pasal 33 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 5 tahun
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2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung ).

6. Melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan
undang-undang ( Pasal 11 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 )

7. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan
grasi dan rehabilitasi ( Pasal 14 ayat 1 Undang — Undang Dasar 1945
setelah perubahan dan pasal 35 UU Nomor 5 tahun 2004 tentang
perubahan atas UL Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ).

2.3.2. Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia

Kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga peradilan
untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara vang diajukan kepadanya
dibedakan menjadi dua, yaitu:

I. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut menurut Muhammad (2000:27), adalah “kewenangan
untuk mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang
atau pembebanan tugas (attribution of authority) untuk Pengadilan Negeri
wewenangnya adalah mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat
pertama”. Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1989:8), "kompetensi absolut
merupakan wewenang mutlak menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-
badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian
kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechmaci)”. Wewenang mutlak
menjawab pertanyaan : badan peradilan macam apa yang berwenang untuk
mengadili sengketa ini 7.

Setiap badan peradilan mempunyai wewenang untuk menerima.
memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara jenis tertentu yang mutlak
tidak dapat dilakukan badan peradilan lain. Apa yang menjadi wewenang
peradilan umum tidak dapat dilakukan oleh peradilan militer, tata usaha negara
atau agama, begitu juga scbaliknya. Begitu juga di tiap-tiap tingkatan pengadilan
pada masing-masing badan peradilan juga mempunyai wewenang sendiri-sendiri
yang secara mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh pengadilan dalam tingkatan
yang lain, seperti yang disampaikan Syahrani (2000:27) “bahwa wewenang
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masing-masing badan peradilan inilah yang dinamakan wewenang mutlak

(absolut), wewenang tersebut diatur dengan undang-undang”.

2. Kompetensi Relatif

Menurut Muhammad (2000:27), kompetensi relatif yaitu “kewenangan
mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum
(distribution of authority)”. Untuk Pengadilan Negeri dacrah hukumnya meliputi
kabupaten/kotamadya dimana Pengdilan Negeri tersebut berada.

Menurut Syahrani (2000:39) “daerah hukum tiap-tiap Pengadilan Negeri
inilah yang menentukan wewenang nisbi dari suatu Pengadilan Negeri untuk
menerima, memeriksa, dan mengadili serta meneyelesaikan perkara perdata®™.

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1989:8) “wewenang relatif adalah
lawan dari wewenang mutlak”. Ia menjawab pertanyaan : Pengadilan Negeri mana
yang berwenang untuk mengadili perkara ini. Wewenang relatif mengatur
pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang scrupa (distributie van
rechtmachts).

Untuk menjawab Pengadilan Negeri mana yang berwenang, digunakanlah
azas “actor sequitur forum rei”, schingga gugatan itu harus diajukan ke
Pengadilan Negeri dimana penggugat bertempat tinggal. Pengaturan lebih lanjut
azas * aclor sequitur forum rei * terdapat dalam pasal 118 HIR, yaitu pasal yang
mengatur tentang hal pengajuan gugatan. Menurut Subekti  (1989:23)
“menentukan dimana suatu gugatan harus diajukan adalah pada hakekatnya
membagi pekerjaan atau wewenang antar pengadilan negeri yang semuanya
merupakan pengadilan dalam tingkat pertama™. y

Mengenai tempat tinggal discbutkan dalam pasal 17 BW, bahwa tempat
tinggal seseorang adalah tempal dimana seseorang menempatkan pusat
kediamannya. Tempat tinggal tergugat adalah tempat dimana tergugat secara
resmi menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya,
petunjuknya adalah dimana ia tercatat sebagai penduduk (yang dibuktikan dengan
dipunyainya kartu tanda penduduk) atau dimana ia terdafiar sebagai wajib pajak
(Syahrani, 2000:41). Pada prinsipnya tempat tinggal adalah dimana seseorang
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berdiam dan tercatat sebagai penduduk. sedangkan tempat kediaman adalah
dimana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya di Puncak
{(Sutantio dan Oeripkartawinata, 1989 : 9).

Seseorang yang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat
tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada
pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir.

2.3.3. Pengertian dan Macam-Macam Eksepsi

Pengertian eksepsi sering diterjemahkan dengan istilah “tangkisan”,
merupakan jawaban tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
Menurut Mulyadi (1999:137), “eksepsi konkretnya merupakan jawaban gugatan
mengenai segi formal dari surat gugatan™.

Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya eksepsi dapat
dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu :

1). Eksepsi Prosesuil (procesueel) yailu eksepsi atau tangkisan tergugat yang
hanya menyangkut dari segi acara. Adapun macam-macam dari eksepsi ini
menurut Mulyadi (1999:137), adalah:

a. Eksepsi Deklinator (Declinatoire exeptie; declinatory exeption) vaitu
tangkisan dalam hukum acara perdata yang diajukan oleh tergugat dengan
berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) tentang pengadilan tidak
berwenang secara absolut (eksepsi tentang kompetensi absolut/absolute
competentie). Pada dasarnya kompetensi absolut ini dalam prakiek bolch
dikemukakan oleh tergugat kapan saja (sepanjang pemecriksaan perkara)
dan bahkan hakim karena jabatannya (ex officio) dapat menyatakan dirinya
tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Selain kompetensi absolut
juga ada kompetensi relatif (relatieve competentie) yang mengatur
pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang sama (eksepsi ini
diatur dalam pasal 125 (2), 133 dan 136 HIR). Pada asasnya eksepsi
terhadap kompetensi relatif harus diajukan pada sidang pertama bersama-
sama dengan jawaban pertama. Selain mengenai kompetensi (absolut dan
relatif) maka eksepsi declinator juga mengatur tentang mengenai gugatan
batal demi hukum dan perkara itu masih dalam proses.

b. Eksepsi litispendentie yaitu eksepsi dari tergugat menyangkut perkara
yang diajukan penggugat telah pernah diperkarakan dan sampai kini masih
menggantung/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam
pemeriksaan banding/revisi atau kasasi dan sebagainya.

c. Eksepsi inkracht van gewifsde zaak yaitu eksepsi dari tergugat terhadap
surat gugatan penggugat telah pemah diperkarakan dan telah mempunyai


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

kekuatan hukum tetap sehingga surat gugatan penggugat adalah “nebis in
idem™.

Eksepsi plurius fitis consortium yaitu eksepsi lergugat vang menyatakan
surat gugatan penggugat harus ditolak karena mengandung cacat formal
vaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugal.

Eksepsi diskualifikator (Disqualificatoire exeptie) vyaitu eksepsi yang
diajukan oleh tergugat kepada surat gugatan penggugat dikarenakan
mereka tidak mempunyai kualitas’kedudukan untuk mengajukan
gugatannya.

Eksepsi koneksitas (Connexiteit exeptie) vaitu eksepsi yang diajukan
lergugat terhadap surat gugatan penggugat ada hubungan/koneksitas
dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan
belum ada putusan.

Eksepsi van beraad (van beraad exeptie) eksepsi yang diajukan tergugat
terhadap surat gugatan penggugat dimana sebenarnyva belum waktunya
diajukan (prematur) karena dalam perkara ini tergugat mempunyai hak
untuk berpikir terlebih dahulu.

2). Eksepsi material (materiale exeptie) yaitu eksepsi yang diajukan tergugat

terhadap surat gugatan penggugat yang didasarkan pada ketentuan Hukum

Material. Menurut Mulyadi (1999:141) eksepsi material ini dapat dibagi menjadi :

d.

Eksepsi dilatoir (dilatoire exeptie; dilatory exeption) yaitu eksepsi vang
bertitik tolak kepada ketentuan hukum material dan mempunyai sifat
menunda agar perkara jangan diteruskan. Alasan yang dapat dikemukakan
dalam eksepsi ini dapat berupa bahwa surat gugatan belum waktunya
diajukan (prematur). Misalnya dalam kasus hutang piutang, utang tersebut
belum jatuh tempo karena penggugat pemah melakukan penundaan
pembayaran atau karena masih dalam proses mencapai perdamaian
(accord)

Cksepsi peremptoir (peremptoire exeptie ; peremptory exeption) yaitu
eksepsi yang juga berdasarkan hukum material dengan tujuan
menggagalkan gugatan penggugat terhadap pokok perkara. Alasan yang
dapat dikemukakan dalam eksepsi ini misalnya pada perkara hutang
piutang ternyata hutang tersebut telah dihapus oleh penggugat
(kwijtschelding), atau sudah lampau waktu (kadaluwarsa).

2.3.4 Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang

pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri

perkara perdata (Syahrani,2000:117). Melalui putusan pengadilan ini pihak-pihak

yang berperkara mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara

vang mereka hadapi.
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Menurut pasal 185 ayat 1 HIR putusan pengadilan dibedakan menjadi 2
macam, yaitu putusan sela (russenvonnis) dan putusan akhir (endvonnis).

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan olch hakim sebelum
memutus pokok perkaranya dengan maksud agar mempermudah kelanjutan
pemeriksaan perkara. Dalam Hukum Acara Perdata, menurut Mulyadi (1999:211)
dikenal beberapa putusan sela, antara lain:

I. Putusan preparator adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna
mempersiapkan danmengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini
adalah tidak mempengaruhi pokok perkara itu sendiri.

2. Putusan interlocutor adalah putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan
amar berisikan perintah pembukiian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.

3. Putusan provisional adalah putusan (karena ada hubungannya dengan pokok
perkara) yang menetapkn suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah
satu pihak yang berperkara.

4. Putusan insidentil adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya
“insiden”, timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara

Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehubungan
dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu.
Putusan akhir berdasarkan sifat amamya (dicrum), menurut Mulyadi (1999:213)
dapat dibedakan atas 3 macam putusan, yaitu:

I. Putusan kendemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang
dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

2. Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan keadaan hukum yang
baru.

3. Putusan deklaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai
suatu keadaan yang sah menurut hukum

Putusan akhir diatas yang memerlukan pelaksanaan putusan (executie)
hanyalah putusan kondemnatoir. sebab mempunyai sifat harus segera untuk
dilaksanakan demi terwujudnya kepastian hukum dari proses beracara di
pengadilan. Putusan akhir yang bersifat konstitutif dan deklaratoir, tidak
memeriukan pelaksanaan dan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat
hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya sehingga hanya

mempunyai kekuatan mengikat
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BAB II1
PEMBAHASAN

3.1. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pokok Perkara Akibat Adanya Eksepsi
Tentang Kewenangan Relatif Kepada Pengadilan Negeri Yang Memeriksa

Perkara.

Setiap Pengadilan Negeri daerah hukumnya hanya meliputi wilayah
kotamadya atau kabupaten tempat dia berada dan berkedudukan. Tempat
kedudukan daeraha hukum suatu pengadilan inilah yang menentukan batas
kompetensi relatif mengadili dari setiap Pengadilan Negeri.

Tahapan dalam proses persidangan di pengadilan dimulai dengan
persidangan pertama. Dalam persidangan ini akan ditemukan adanya
kemungkinan hadir atau tidaknya para pihak, jika para pihak hadir maka ada dua
agenda didalam sidang yaitu, tawaran perdamaian oleh hakim kepada para pihak
dan jika tawaran perdamaian tersebut ditolak maka agenda sidang berikutnya
adalah pembacaan surat gugatan. Apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil
secara patut maka hakim bisa menyatakan gugatan gugur atau menjatuhkan
putusan verstek.

Persidangan kedua berisi jawaban/tanggapan Tergugat/Para Tergugat atau
kuasanya terhadap gugatan Penggugat/Para Penggugatl atau kuasanya. Dalam
setiap sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, jawaban
menjawab antara ke 2 belah pihak merupakan hal yang amat penting. Namun
demikian apa yang dikemukakan Tergugat merupakan hal yang lebih penting lagi
karena Tergugat menjadi sasaran Penggugat. Oleh karena itu jawaban Tergugat
mendapat tempat pertama. Menurut Bapak Hari Sasangka, hakim Pengadilan
Negeri Jember, pada dasarnya tergugat tidak wajib memberikan jawaban terhadap
gugatan penggugat, akan tetapi tergugat mempunyai hak untuk menjawab gugatan
penggugat (wawancara tanggal 27 September 2005) sebab dalam perkara perdata

i y
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kalah menangnya pihak tergugat bergantung juga pada kelihaian dalam membela
diri, yaitu bagaimana menjawab gugatan dengan baik.

Hukum Acara Perdata kita mengenal 2 (dua) macam jawaban dari tergugal
terhadap gugatan penggugat, vaitu :

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, disebut eksepsi atau
tangkisan.
2. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara {verweer ten principale).

Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara (verweer fen principale)
discbut juga dengan istilah “jawaban dalam konvensi”. Berisi pengakuan atau
pembenaran dan penyangkalan atas gugatan Penggugal. Jawaban Tergugat
mengenai pokok perkara tidak harus diajukan bersama-sama dengan eksepsi pada
permulaan sidang, akan tetapi selalu dapat dikemukakan selama proses
pemeriksaan berjalan, bahkan dapat diajukan dalam tingkat banding selama tidak
bertentangan dengan jawaban pada waktu pemeriksaa tingkat pertama (Syahrani ,
2000:70)

Jawaban Tergugat yang tidak langsung terhadap pokok perkara atau
Eksepsi, terdiri dari dua macam. Pertama adalah eksepsi terhadap ketentuan
hukum formal (acara) dan yang kedua eksepsi terhadap ketentuan hukum
materialnya. Secara cksplisit eksepsi ini harus diperiksa dan diputus bersama-
sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai tidak
berwenangnya Pengadilan Negeri (exeptie van onbevoegheid).

Salah satu eksepsi mengenai ketentuan hukum acara adalah eksepsi
terhadap kewenangan pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan
mengadili suatu perkara tersebut, yang terdiri atas:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, yail-'u penyangkalan terhadap
kekuasaan Pengadilan Negeri karena materi gugatan tersebul bukan termasuk
wewenangnya melainkan menjadi wewenang lembaga peradilan lain.

2. Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif, yaitu penyangkalan terhadap kekuasaan
Pengadilan Negeri karena mengadili perkara yang menjadi wewenang daerah
hukum Pengadilan Negeri tersebut.
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Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dapat diajukan setiap saat dalam
sidang, bahkan tanpa eksepsi tergugat sekalipun, hakim secara ex officio wajib
menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan bilamana
memang perkara tersebut menjadi wewenang lembaga peradilan lain, seperti yang
tertulis dalam pasal 134 HIR

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan

Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat

diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun

wajib pula mengakui karena jabatannya.

Eksepsi terhadap Kompetensi Relatif harus diajukan pada permulaan
sidang, sebelum Tergugal menjawab pokok perkara baik secara lisan maupun
tertulis. Apabila Eksepsi tentang Kompetensi Relatif terlambat diajukan maka
eksepsi tersebut tidak akan diterima oleh pengadilan, dan pengajuannya akan sja-
sia saja (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1340 K/Sip/1971
tanggal 13 september 1972 dalam perkara : Nio Oen Gic alias Hermanto lawan
Thung Ek alias K.Tungga Widjaja). Hal ini sesuai dengan pasal 133 HIR yang
berbunyi

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut
aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada
hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim
menyatakan bahwa ia tidak berkuasa : surat gugat itu tidak akan
diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.

Eksepsi baik absolut maupun relatif harus diputus terlebih dahulu sebelum
hakim mengarahkan pemeriksaan pada pokok perkara. Putusan terscbut berisi
tentang menerima atau menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang tentu
saja membawa konsekuensi terhadap pokok perkara. Seperti yang diatur dalam
pasal 136 HIR, yang berbunyi :

Perlawanan yang sckiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie),
kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan
ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-
sama dengan pokok perkara.

Dalam fakta yang dikemukakan dapat diketahui bahwa para Tergugat
(I sampai dengan [V) pada persidangan kedua vang menurut tata urutan
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persidangan berisi jawaban atau tanggapan dari tergugat terhadap gugatan
penggugal menyampaikan jawaban atau tanggapan berupa eksepsi. Eksepsi yang
dilakukan oleh tergugat adalah eksepsi deklinatoir. vaitu salah satu eksepsi
terhadap hukum acara (eksepsi prosesuil), berdasarkan ketentuan hukum formal
tentang kewenangan suatu badan pengadilan untuk menerima, memeriksa dan
mengadili suatu perkara. Eksepsi ini dimajukan berdasarkan pasal 133 HIR diatas.

Berdasarkan eksepsi fersebut tergugat secara tidak langsung telah
membantah gugatan dari penggugat yaitu denpan mengatakan bahwa berdasarkan
alasan-alasan tertentu yang mereka miliki, mereka melihat berdasarkan pembagian
dacrah hukum yang ada Pengadilan Negeri Medan sccara relatif tidak berwenang
memeriksa kasus ini.

Alasan yang mereka miliki untuk membantah gugatan tersebut adalah
mengenai tempat tinggal dari tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat |
pasal 118 HIR, yang berbunyi:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan

Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani

oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua

pengadilan negeri di dacrah hukum siapa tergugat bertempat diam atau

Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Tempat tinggal menjadi masalah karena dalam hukum perdata gugatan
harus diajukan pada tempat tinggal tergugat (azas actor sequitur forum rei), bukan
pada tempat kejadian perkara (locus delicti) seperti pada hukum pidana (Harahap,
2005:193-194).

Mengenai tempat tinggal pengaturannya terdapat dalam pasal 117 dan 118
BW, vang berbunyi :
Pasal 17, yang berbunyi:
Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia
menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tak ada tempat tinggal vang

demikian, maka tempat kediaman sewajamya dianggap sebagai tempalt
tinggal.
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Pasal 18, yang berbunyi:
Perpindahan tempal tinggal dilakukan dengan memindahkan rumah
kediamannya ke tempat lain, ditambahkan pada maksud akan menempatkan

pusat kediamannya di tempat itu

Berdasarkan pasal tersebut diatas, para tergugat dalam eksepsinva
berkeyakinan bahwa penggugat telah salah dalam memasukkan surat gugatannya
karena PT. Teluk Nauli telah pindah tempat tinggal atau domisili hukumnya dari
Jalan Bukit Barisan Dalam Nomor 22 Medan ke Daerah Khusus Tbukota Jakarta
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 50 Gedung Graha Puma Yudha Jakarta Selatan.

Perpindahan ini telah diputuskan dalam rapat yang hasilnya dituangkan
dalam akta pernyataan rapat Nomor 71 tanggal 30 September 1985. Dari akta
terscbut dapat dapat diketahui bahwa domisili tergugat dipindahkan sebelum
adanya gugatan dari penggugal sehingga domisili baru ini sah menurut hukum,
lain halnya jika setelah gugatan diajukan tergugat melakukan perpindahan
domisili maka perpindahan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan
ditinjau dari kompetensi relatif (Harahap,2005:193).

Berdasarkan eksepsi ini maka Pengadilan Negeri Medan belum bisa
memeriksa perkara dan harus scgera memberikan jawaban terhadap eksepsi
tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 2 HIR, yang berbunyi :

Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada
pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri
tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau
wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan
tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika
perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pcngadlian negeri memutuskan
tenlang perkara itu.

Berdasarkan pasal 125 ayat 2 HIR tersebul Pengadilan Negeri Medan
memberikan jawaban terhadap cksepsi tergugat melalui Putusan Nomor
467/Pdt.G/1993/PN.Mdn. tanggal 13 Juli 1994 yang dalam amarnya menyatakan
bahwa :

Dalam Eksepsi
|. menyatakan Ekespsi tergugat [, I, II1, IV tepat menurut hukum.
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2. Mengabulkan Lksepsi para terpugat tersebut.
Dalam Pokok Perkara
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ;

Merasa tidak mendapatkan keadilan, Penggugat melakukan banding ke
Pengadilan  Tinggi  Medan dan  diputus  melalui Putusan  Nomor
440/Pdt/1994/PT.Mdn. pada tanggal 22 Mei 1995 dengan amar sebagai berikut :
Amar Pengadilan Tinggi:

Menerima permohonan banding dari para mnggugat#pembanding dan penggugat

tersebut,

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat | sampaj dengan 1V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dimohonkan banding

tersebut

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan pugatan penggugat/pembanding dikabulkan untuk sebagian,

2. Menyatakan para lergugal telah melakukan wanprestasi

3. Menghukum tergugat | sampai dengan IV membayar gajj penggugat

4, Menvatakan gugatan penggugatfpembanding selain dan selebihnya tidak dapat
diterima.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi  tersebut pihak
Tergugalfl"erbanding melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus melalyj
Putusan Nomor 2895/k/Pd1/1995 pada langgal 3() agustus 1996 dengan amar
scbagai berikut - .

Amar Mahkamah Agung;
I. Mengabulkan permohonan kasasi dar; pemohon kasasi : 1, pT. TELUK
NAULL 2. SYARIF ISMAIL, 3. PT. TELUK NAULI CABANG MEDAN. 4.

SYAMSUL LATIF, yang dalam hal ini oleh kuasanya : H.M.D. SAKTI
HASIBUAN, S.H. terseburt,
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2. Membatalkan putusan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 1995, Nomor.
440/Pdt/ 1994/ PT.Mdn.

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi tergugat 1, 11, 111, dan 1V tepat dan beralasan

2. Mengabulkan eksepsi tergugat |, 11, 11l dan IV tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

|. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

2. menghukum termohon kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara baik yang
jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta diatas dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Medan
dan Mahkamah Agung dalam amamya menyatakan bahwa “menerima eksepsi
dari para tergugat” dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa “gugatan
penggugat tidak dapat diterima”. Berdasarkan amar tersebut dapat diketahui
bahwa jika suatu cksepsi mengenai kompetensi pengadilan diterima oleh hakim
maka pokok perkara dari gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima bukan
ditolak oleh hakim, dan hal ini telah menjadi ketentuan umum dalam hukum acara
di persidangan (wawancara dengan Bapak Hari Sasangka, tanggal tanggal 27
September 2005).

Perbedaan antara pokok perkara yang “tidak diterima” dengan “ditolak™
terletak pada konsekuensi yuridis berikutnya dari surat gugatan tersebut, jika
gugatan ini dinyatakan “tidak diterima™ maka berarti materi atau pokok perkara
tersebut belum diperiksa sama sekali oleh majelis hakim dan surat gugatan ini
akan dikembalikan untuk diperbaiki yang kemudian bisa diajukan lagi kepada
pengadilan neperi yang memiliki kewenangan secara relatif terhadap perkara ini,
sesuai dengan fakta yang ada, pengadilan yang benar adalah Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Sedangkan jika suatu gugatan “ditolak™ oleh hakim, maka surat
gugatan tersebut akan dikembalikan tanpa ada kemungkinan untuk bisa diajukan
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lagi. Biasanya surat gugatan itu ditolak karena memiliki kesamaan subyek, obyek
dan kejadian yang sama dengan gugatan sebelumnya (nebis in idem).

Mengenai konsekuensi yuridis terhadap pokok perkara akibat eksepsi
mengenai kewenangan relatif yang “ditolak™ oleh hakim dapat dilihat dalam pasal
135 HIR yang berbunyi,

Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang
ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar
kedua belah fihak, akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil
kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang

itu,
Soesilo (1995 : 95) dalam penjelasannya mengatakan bahwa

Dari pasal terscbut dapat diketahui bahwa hakim akan mulai dengan teliti
dan adil memeriksa kebenaran surat gugatan yang dilawan atau syahnya
perlawanan tentang perkara itu, apabila tidak ada tangkisan tentang
wewenang hakim untuk mengadili, atau apabila tangkisan semacam itu ada,
akan letapi ternyata tidak beralasan, sedangkan kedua pihak sudah didengar
keterangannya
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika
suatu eksepsi mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara
yang diajukan oleh tergugat/para tergugat “ditolak™ oleh hakim karena eksepsi
tersebul dianggap kurang memiliki alasan yang kual, maka kemudian gugatan
penggugat dinyatakan “diterima™ oleh hakim. Konsekuensi yuridis diterimanya
gugatan penggugat akibat ditolaknya eksepsi dari tergugat adalah sidang akan
diteruskan dengan pemeriksaan perkara sampai pada penjatuhan putusan akhir.
Jika pihak yang “dikalahkan™ merasa tidak puas atau tidak menemukan
keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dalam arti dia masih merasa
bahwa pengadilan inilah yang berwenang untuk mengadili kasusnya, dapat
mengajukan  permohonan banding pada Pengadilan Tinggi yang membawahi
Pengadilan Negeri yang bersangkutan karena perkara ini dianggap selesai pada
pemeriksaan tingkat pertama.
Dalam menyikapi kasus ini, penulis melihat apa yang telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Medan dan kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi

Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena
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Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung mencrapkan secara konsekuen
azas “actor sequitur forum rei” yang diterjemahkan melalui pasal 118 HIR ayal |
yang berbunyi,

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan

Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani

oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua

pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atay
jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Berdasarkan pasal tersebut digunakanlah Akta Pernyataan Rapat Nomor
71 tanggal 30 September 1985 sebagai dasar dan pertimbangan dalam memutus
perkara tesebut. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap akibat hukum yang timbul
dari kegiatan PT.TELUK NAULI harus diproses dan diadili di pengadilan yang
sesuai dengan daerah hukum PT. TELUK NAULI yang baru, yaitu Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.

Terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Medan, penulis melihat
walaupun Pengadilan Tinggi Medan scbagai judex factie tidak scharusnya
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, alasan pertamanya adalah
Pengadilan Negeri Medan telah tepat dalam mencrapkan hukum acara, karena
gugatan terscbut tidak memenuhi ketentuan pasal 118 ayat | HIR. yang
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan yang hakiki, artinya
kacadilan vang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya baik secara formil
maupun materiil dan sebagai sarana tertib administrasi di dalam dunia peradilan.
Alasan yang kedua, adalah dari uraian pembahasan diatas diketahui bahwa yang
dimintakan banding adalah putusan terhadap eksepsi tergugat karena pokok
perkara belum sama sekali diperiksa, sehingga jika Pengadilan Tinggi Medan
merasa gugatan itu sudah benar diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan maka
dalam putusannya, akan menyatakan bahwa menerima permohonan banding dari
penggugat/pembanding dan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk
meneruskan pemeriksaan pada pokok perkara (wawancara dengan Bapak Hari
Sasangka, tangpal 27 November 2005).
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3.2. Kekuatan Hokum Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri
Yang Secara Relatif Tidak Berwenang Mengadili.

Tujuan suatu proses pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan
adalah untuk memperoleh putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan
pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan vang terbuka untuk
umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani,2000:
117).

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-
pihak wyang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-
baiknya sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara
mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mercka
hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan
kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim scbagai aparatur negara
yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang
sebenarmya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Salah satu peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk mengadili
perkara adalah Hukum Acara Perdata. Implementasi dari Hukum Acara Perdata
tersebut salah satunya dalam hal memasukkan surat gugatan kepada Pengadilan
Negeri yang berwenang sesuai dengan azas “acior sequitur forum rei”, yailu
gugatan harus diajukan kepada pengadilan dimana tergugat tinggal, yang
pengaturannya terdapat dalam pasal 118 HIR.

Pihak vyang berperkara apabila merasakan dan mengetahui bahwa
sebenarnya pengadilan ini secara relatif tidak berwenang mengadili kemudian dia
melakukan eksepsi maka pengadilan yang bersangkutan wajib segera memberikan
putusan mengenai eksepsi tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai.
Akan tetapi masalah akan timbul apabila gugatan itu diajukan bukan pada
pengadilan yang secara relatif berwenang, artinya gugatan itu diajukan bukan
dimana tergugat tinggal (sesuai pasal 118 HIR) dan tidak ada eksepsi dari tergugat
sehingga gugatan tersebut telah diputus melalui putusan akhir, bagaimana
kekuatan hukum putusan akhir tersebut?.
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Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember (Bapak
Hari Sasangka, tanggal 27 November 2005) tidak ada aturan hukum konkret yang
bisa digunakan untuk untuk menjawab permasalahan diatas, Hal ini dikarenakan
menurut beliau, tidak semua perilaku hukum acara diatur dalam HIR maupun
peraturan hukum acara perdata yang lain. Sehingga untuk menjawab
permasalahan ini, jika memandang dari perspektif seorang hakim maka
digunakanlah analisis hukum.

Penulis untuk menjawab permasalahan ini mencari aturan-aturan hukum
yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan diatas yang kemudian
dianalisis hingga diperoleh suatu jawaban mengenai permasalahan ini.

Dalam melakukan analisis ini harus ada media yang digunakan sebagai
“pisau” untuk “membedah” permasalahan. Untuk “membedah”™ permasalahan
mengenai kekuatan hukum suatu putusan pengadilan negeri yang secara relatif
tidak berwenang diatas penulis menggunakan kembali pasal 135 HIR sebagai
dasar untuk berpijak. Pasal tersebut menyatakan bahwa :

Jika tidak ada pernyataan tidak berkuasa, atau jika ada pernyataan yang
ditimbang tidak beralasan, maka pengadilan negeri, sesudah mendengar
kedua belah fihak, akan dengan segera memeriksa dengan seksama dan adil
kebenaran surat gugatan yang dilawan itu dan syahnya pembelaan tentang
itu.

Berdasarkan pasal terscbut diketahui bahwa hakim akan mulai melakukan
proses persidangan, yaitu pemeriksaan perkara hingga penjatuhan putusan akhir,
jika tidak ada eksepsi mengenai kewenangan relatif atau jika ada cksepsi tetapi
menurut hakim tidak beralasan. Hal ini sesuai dengan keterangan Hakim
Pengadilan Negeri Jember, Bapak Hari Sasangka (wawancara tanggal 27
Sepetember 2005), bahwa hakim akan meneruskan pemeriksaan perkara jika tidak
ada eksepsi mengenai kompetensi relatil terhadap perkara tersebut dari para pihak.
Memang hal ini berbeda dengan kompetensi absolut, yaitu walaupun tanpa ada
eksepsi, hakim jika merasa tidak berwenang karena jabatannya bisa sctiap saat
menyatakan pemeriksaan perkara dihentikan karena bukan wewenang Pengadilan
Megeri yang bersangkutan.
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Melalui pasal 135 HIR ini dapat diperoleh suatu benang merah bahwa
berkekuatan hukum atau tidak putusan Pengadilan Negeri yang secara relatif tidak
berwenang mengadili, tergantung dani ada atau tidaknya cksepsi mengenai
kompetensi relatif pengadilan yang bersangkutan. Jika ada eksepsi, dan diterima
maka pemeriksaan perkara akan dihentikan, akan tetapi jika tidak ada cksepsi,
atau ada eksepsi tetapi ditolak oleh hakim, walaupun secara yuridis pengadilan
vang bersangkutan tidak berwenang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan
proses persidangan berikutnya secara yuridis dianggap sebagai proses yang sah
{wawancara dengan Bapak Hari Sasangka pada tanggal 27 Sepetember 2005).
Dengan dianggap sahnya proses persidangan tersebut secara yuridis, maka
putusan yang merupakan hasil dari serangkaian pemeriksaan di persidangan tetap
dipandang sebagai putusan yang sah dan berkekuatan hukum sehingga
mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial,
walaupun diajtuhkan oleh pengadilan negeri yang secara relatif tidak mempunyai
wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Hal ini akan menjadi berbeda jika berada dalam ruang lingkup kompetensi
absolul. Dalam kompelensi absolul apabila terjadi kasus yang demikian maka
putusan pengadilan negeri terscbut akan batal demi hukum, karena dalam
kompetensi absolut pembedaan kewenangan bukan berdasarkan daerah hukumnya
melainkan berdasarkan tingkatan institusi dan jenis perkara itu sendiri, sehingga
apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan gugatan baik disengaja maupun
tidak hakim sebelum memulai pemeriksaan perkara wajib menyatakan tidak
berkuasa untuk memeriksa perkara tersebut dengan ada atau tidak eksepsi dari
para pihak (pasal 134 HIR). Jika kesalahan baru disadari atau diketahui setelah
putusan dijatuhkan maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum karena
dijatuhkan oleh pengadilan yang tidak memiliki kewenangan secara institusi
maupun dalam hal jenis perkara (dikeluarkan bukan oleh “ahlinya™).
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BAB 1V
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan didalam skripsi ini,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

I. Konsekuensi yuridis yang timbul dari diterimanya eksepsi mengenai
kewenangan relatif adalah gugatan penggupat dinyatakan tidak diterima,
sehingga materi atau pokok perkara belum diperiksa sama sekali oleh majelis
hakim oleh karena itu surat gugatan ini akan dikembalikan untuk diperbaiki.
Dengan dikembalikannya surat gugatan tersebut maka konsekuensinya adalah
gugatan ini masih bisa diajukan kepada pengadilan yang secara relatif
mempunyai kewenangan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap
eksepsi yang ditolak oleh hakim konsekuensi yuridisnya adalah gugatan
mengenai perkara tersebut diterima sehingga pemeriksaan perkara akan
dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang.

2. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu perkara vang
secara relatif tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya
tetap dipandang sebagai putusan yang sah, dan berkekuatan hukum, sebab
sclama proses pemeriksaan pendahuluan tidak ada cksepsi mengenai
kewenangan relatif tersebut, seperti yang disyaratkan oleh pasal 135 HIR
tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara atau jika ada oleh majelis hakim ditolak karena dianggap

kurang berlasan

4.2, Saran
Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebapai berikut ;
l. Mengingat pentingnya keberadaan Hukum Acara Perdata sebagai penjaga
pelaksanaan Hukum Perdata Material, maka sudah saatnya diadakan

penyeragaman dalam hal pelaksanaan hukum acara. Penycragaman tersebut
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bisa melalui kodifikasi terhadap berbagai macam sumber hukum acara yang ada
disesuaikan dengan kondisi ril vang ada di masyarakat Indonesia. Melalui
kodifikasi tersebut aparat penegak keadilan akan dibekali dengan aturan yang
sama yang berguna untuk meminimalkan penggunaan interpretasi dan analogi
sebagai media dalam penemuan hukum, sehingga lebih mampu memberi rasa
kepastian terhadap putusan.

. Pelaksanaan eksepsi sebagai hak seringkali dilaksanakan dengan tidak
bertanggungjawab, artinya walaupun dari segi hukum acara gugatan tersebut
telah benar, pihak yang digugat tetap melakukan eksepsi dengan tujuan
mengulur-ulur waktu sebelum pemeriksaan perkara atau untuk mengelabui
hakim. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan aturan yang ketat mengenai
syarat-syarat boleh melakukan eksepsi dan sanksi terhadap pelanggarannya..
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Lampiran 2

PENGADILAN NEGERI JEMBER
Alamat : Jalan Kalimantan No. 3

Telp. (0331) 337471, 335845, fax 335345

Kode Pos 103, Kotak Pos 68121 — Jember

SURAT KETERANGAN
Nomor : W10.D30.UM.01.10- § 9

Dengan ini, Kami Ketua Pengadilan Negeri Jember

menyatakan bahwa:

MNama : PURBA WIDHIANTO
NIM : 000710101248

telah melaksanakan kegiatan konsultasi tentang masalah
“ Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara Perdata pada
Peradilan Umum (Studi Putusan MARI Nomor: 2895 K/Pd1/1999)”
pada tanggal 06 Desember 2005 guna keperluan penyusunan
skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

\Qrs. qu:u ka, SH.M.Hum
~NIP. 040046185
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ampiran 3

I.  Mahkamah Agung Rl :
Tanggal : 30 Agustus 1996.
Nomor : 2895 K/Pdt/1995,
Majelis : 1. H, Yahya, SH.
2. H. Chaeruddin Siregar, SH.
3. Drs. H, Taufig, SH.

ll. Para Pihak :

PT. TELUX MAULI Cs., beralamat di JI, Jenderal Sudirman
No. 50 Granada Building Suite No. 502 Jakarta Pusal,
Femchon-pemohen kasasi, dahulu Penggugat |1, I, 11l dan
V/Pembandina/Terbancing ;

melawan:

NYA'" YASIN, Penasehat Direktur PT. Teluk Nauli, ber-
alamat di Jl. Asrama Neg. 21 Tebing Tingal Deli, Termohon
kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

I'l. Nama Sebutan : perjanjian Kerja .... 01/230

IV, Klasifikasi :

— Upah kerja lidak dibayar.
- Kompetensi Pengadilan.

V. HKaedah Hukum :

"Karena eksepsi Tergugat |, Il, lll, dan IV dianggap tepat
dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak
perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan

penggugatl, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima".

VI, Pasal/Peraturan yang terlail :

- Pasal 30 Sub. a & b UU No. 14 Tahun 1985.
— Pasal 142 ayat (2) RBg dan Pasal 159 RBg.
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— ‘Pasal 133 HIR,

V1, Fakta :

£

Bahwa Termohon kasasi, dahulu sebagai Penggugat
asli adalah sebagal perne2gang saham sebanyak 450
saham di PT. Teluk Nauli dan juga sebagai Pepasehat
dengan gaji setiap bulanm Rp.2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah). Penggugat  asli  menerima gaji
terakhir dari tergugat-tergugat asli yaitu bulan Nopember
1989,

Bahwa berdasarkan WNeraca PT, Teluk Nauli per 31
Desember 1580 gaji Penasehat tetap dikeluarkan
pebulan Rp. 2.500.000,0 tetapi Penggugaat asli sejak
bulan Desember 1989 sarmpai sekarang perkara didaftar
di Pengadilan Negeri Medan tidak menerima gaji lagi,
jelas disini diantara tergugat-tergugat asli telah melaku-
kan tindakan melawan hukum.

Bahwa kalau dihitung jumlah gaji penggugat asli adalah
mulai Desember 1989 sampai dengan Oklober 1989,
adalah sebesar Rp.2.500.000,- x 58 = Rp.145.000.000,-
(seratus empat puluh lima juta rupiah), maka patut
kalau tergugat-tergugat asli dihukum membayar secara
tunai uang gaji penggugat asli ditambah membayar
bunga 2% perbulan akibat keterlambatan membayar
gaji sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri
Medan sampai berkekuatan hukum tetap ;

bahwa tergugat Il dan IV membayar gaji penggugat asli
terhitung bulan desember 1989 dengan giro billyet No.
AB. 040890 Bank pembangunan Indonesia Cabang
Medan dan ternyata sewaktu dicairkan batalltidak ada
dananya, maka Tergugat | dan |l harus ikut bertanggung
jawab dalam hal ini.
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VIIL Pertimbangan Pengadilan Negeri :

Bahwa Pengqugat, alamat Tergugat |, dan |l beralamat
di Jakarta Pusal, tetapi berdasarkan akle pernyataan
Rapat No. 7i tanggal 30 September 1985, bahwa kedu-
dukan PT. Teluk Nauli telah dipindahkan dari keduduk-
an lama di Medan JI. Bukit Barisan dalam No. 22 di-
pindahkan ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta JI. Jende-
ral Sudirman No.50 gedung Graha Purna Yudha (Jakar-
ta Selatan), sedangkan alamat tergugat || beralamat di
Cilandak Barat Jakarta Selatan.

Bahwa penyebutan alamat Terguoat | dan Il di Jakarta
Fusat dan tidak di Jakarta Selatan, berarti Penggugat
keliru menentukan alamat bagi tergugat | dan |l yang
sebenarnya beralamat di Jakaria sefatan. Sehingga me-
nyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur,

- Bahwa ditariknya Tergugat |l dan 1V sebagai tergugat-
tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pribadifin
person dan bukan dalam kedudukannya sebagai Dirut,
PT. Teluk Nauli, dan dalam posita gugatan tidak menye-
butkan hubungan antara Tergugat | dengan tergugat Il,
Ill, serta bagaimana hubungan antara Tergugat | dengan
Tergugat IV serta gubungan dengan tergugat |l dan |V.

- Bahwa dalam kwalitasnya sebagai tergugat Ill dan IV
secara tanggung renteng membayar oaji sebesar
Rp.145.000.000,- dan membayar gaii perbulan sebesar
Rp.2.500.000,- sejak perkara didaftarkan s/d perkara
berkekuatan hukum tetap.

~ Bahwa Penggugat tidak menyebutkan alamat tergugat |
dan Il yang keduanya mempunyai daerah hukum yang
berbeda, serla gugatan Penggugat tidak jelas meng-
uraikan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara
sehingga gugatan kabur, apa yang dituntut dalam
petitum bdak didukung penguraiannya dalam posita.
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_ Bahwa eksepsi Tergugat |, Il, Il dan IV dianggap tepat
dan beralasan, oleh karena itu eksepsi lergugal-tergugat
harus dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa eksepsi tergugat |, 11, Ill dan IV dianggap tepat
menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu memper-
timbangkan gugatan penggugat dan tidak dapat citerima.

_ Bahwa karena terguagat 1, I, ill dan IV dikabulkan dan
gugatan tidak dapat diterima, maka biaya ditanggung
olzh Penggugat.

Amar Pengadilan Negeri.

Dalam Eksepsi :

_ Menyatakan Eksepsi tergugat |, !l, Ill dan [V tepat
menurut hukum.

Mengabulkan eksepsi para Tergugal tersebut,

Dalam Pokok Perkara :
~ Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Majelis Pengadilan Negeri :
1, Gustj Ngurah Gede, SH.

2. Helumbowo Hulu, SH.
3. Roosdianan AR., SH.

IX. Pertimbangan Pengadilan Tinggl :

_ Bahwa berdasarkan surat bukti P.1s/d P.5 telah diatur
untuk  keperluan penggugat penerima uang seliap
bulannya yang membayar di Medan adalah Tergugat
I dan 1V,

_ Dahwa para Tergugat menyatakan PT. Nauli sudah pin-
d=h di Jakaria, tetpi para tergugat tidak melampir-
Lan bukti perubahan tersebut.
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- Bezhwa sepanjang bukli para tergugat tidak ada surat
keputusan Direksi, bahwa Honor Penggugat diberhenti-
kan, berarti pembayaran hanor tetap terus.

- Bahwa dari fakta-fakta yang ada, penggugat telah mam-
pu menunjukkan dalll gugatannya dan oleh karena
gugatan penggugat/pembanding dikabulkan.

Amar Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan banding dari para tergugat/pem-
banding dan penggugal tersebut

Dalam Konpensi :
Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsitergugat | s/d/ IV untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, yang
dimohonkan banding tersebut ; 4

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan penggugat/pembanding dikabulkan
uniuk sebagian ;

- Menyalakan para tergugat telah melakukan wanprestasj !

- Menghukum tergugat | s/d IV membayar gaji penaggugat
sebesar Rp.145.000.000 - ;

— Menghukum para tergugat untuk membayar gaji peng-
gugat ;

- Menyatakan gugatan penggugst/pembanding selain dan
selebihnya tidak dapat diterima.

IMajelis Pengadilan Tinggi :
. Nuratl Ginting, SH.
. Benilo Harahap, SH.

2 BRI

. urdhiyong, SH.
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¥, Alasan Kasasi':

Bahwa PT. Teluk Nauli berdasarkan akie permyataan
rapat No. 71 langgal 30 September 1885, kedudukannya
talah dipindahkan dan keduduksn lama di heedan, Ji
Bukilt Barisan Dalam Mo, 22 dipindah ke Dacroh thusus
lbulkota Jakarla Jl. Jeoderal Sudirman No. 50 yaan
dikenal dengan Gedung Graha Purna Yodina Jazaida

azlalan,
Gahwa demikian  pula tergugat 1,
Waima PT. leluk Naull berlempz! v

Chondak Beral daiuala Stiadan

Pl SN 1o e A b 1
sepsl Kewenangan retadl inl, mana shaspad gl asa
ini adalah sudah \epat dan  beralasan merdril mokumn,
karena untuk memérisza dan  fmomeles gugsionnygs,
bukanlah wewenang Fengadidan Meger Medan gkan
alapl adalah kewdnangan Pongadiban Hac an Jakaria
Salalan, dan dengan damiiian ehsepsi lergligal-targugst
asalfpemohcn kazasl loisebul danat diterima, sehin
dalam pokok perkaranya o menyatakan gugalan peno:
gal lidak dapal diterima,

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
ferdapal cukup alasan bagt Mahkamah Agung untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari  para pemohon
kasasi lersebut. dan untuk membatalkan pulusan
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 1885 No.
440/PdU/19S4/PT MMdn, sehingga Mahkamah  Agung
akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 1984
Na, 467/Pdt G/1993/PN Mdn yang dianggap telah tepat
dan benar yang pertimbangan diambil zlih clen
Mankamah Agung sebagal pertimbangannya sendir

Pertimbangan Mahkamah Agung .

Amar Mahkamah Agung :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohaon kasdsi |
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